
 

 

 
 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANGERANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong wajib pajak untuk 

melunasi utang pajak dan mengoptimalkan penerimaan 

PBB-P2, perlu melakukan intensifikasi pemungutan PBB-

P2 melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi 

PBB-P2; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerag, terkait dengan tata cara pengurangan atau 

penghapusan sanksi administratif diatur dengan 

Peraturan Wali Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 



 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5179); 

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 

Nomor 7) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Nomor 4); 

10. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2014 Nomor 47) sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 

2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali 

Kota Tangerang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 

Nomor 56); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTATENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Wali Kotaini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure 


